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Abstrak: Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang menyumbang persentase
pendapatan terbesar. Pembangunan nasional merupakan program pemerintah saat
ini, dimana pembangunan daerah merupakan salah satu rencananya. Pajak daerah
merupakan salah satu sumber penerimaan pajak. Pada September 2022 realisasi
penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta diperkirakan baru tercapai 44%
dari target, dimana realisasi tersebut menurun 23% jika dibandingkan dengan tahun
2021 silam. Jumlah penduduk, produk domestik regional bruto dan inflasi merupakan
faktor yang memengaruhi penerimaan pajak daerah. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, produk domestik regional bruto dan
inflasi terhadap penerimaan pajak daerah. Penelitian ini merupakan penelitian
kuantitatif yang menggunakan data sekunder, yaitu data time series yang kemudian
diolah menggunakan Microsoft Excel 2019. Teknik analisis yang digunakan adalah
analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan uji koefisien
determinasi. Berdasarkan hasil analisis jumlah penduduk dan produk domestik
regional bruto memiliki cukup bukti berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak
daerah, sebaiknya pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
meningkatkan sektor-sektor yang ada dalam produk domestik regional bruto.
Sedangkan, inflasi tidak memiliki cukup bukti berpengaruh terhadap penerimaan
pajak daerah.
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Kata kunci: Penerimaan Pajak Daerah, Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto,
Inflasi

Cara mepgutip: (Times New Romans, 11 pt, 1 spasi) Bagian ini ditulis oleh Editor

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran penting bagi pendapatan negara, mengingat pajak merupakan salah
“satu bentuk pendapatan negara yang menyumbang persentase pendapatan terbesar. Dalam rangka
mewujudkan tujuan bernegara yang disampaikan dalam pembukaan Undang-Undang 1945,
Indonesia_ melakukan pembangunan pada seluruh sektor. Pembangunan tersebut tentu
membutehkan sumber pendanaan, salah satu sumber pendanaan terbesar adalah penerimaan pajak.
Program@pemerintah saat ini adalah rencana pembangunan jangka menengah nasional dan
IndonesiaiMaju 2045. Sampai saat ini penerimaan negara atas pajak melampaui 75%, hal tersebut
selaras dengan fungsi perpajakan yaitu budgeter (https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/).

Berdasarkan laporan realisasi pendapatan tingkat kementerian/lembaga, yang diakses
melalui hitps://www.kemenkeu.go.id/, penerimaan pajak tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi
dan bel@f tercapai 100% dari estimasi. Pada tahun 2021 penerimaan pajak mengalami
peningkatan sebesar 15,65% dari tahun 2020, sehingga pada tahun 2021 penerimaan pajak tercapai
107,15% dari estimasi penerimaan pajak yang telah ditetapkan.
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Penerimaan pajak tersebut bersumber dari pajak daerah dan pajak pusat. Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Dan Pemefintah Daerah di tetapkan dalam rangka menyeimbangkan keuangan antara pemerintah
pusat dan- daerah. Penerimaan pajak daerah kemudian terbagi menjadi pajak provinsi dan
«kabupateri/kota.

g Séluruh daerah di Indonesia memiliki potensi yang berbeda-beda, dimana potensi tersebut
apat dikelola untuk mendukung rencana pembangunan nasional yang telah direncanakan
emerintah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
emérintahan Daerah, otonomi daerah memberikan hak kepada setiap daerah untuk mengelola
a@.r@ nya sendiri, sehingga penerimaan daerah harus dimaksimalkan dari Pendapatan Asli
era Hh Pgjak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah.
$ = Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi dengan pendapatan asli daerah
ieﬁlr@gl @i Indonesia. Provinsi DKI Jakarta merupakan pusat politik, ekonomi dan budaya serta
1@eisakakantor pusat BUMN, perusahaan asing dan perusahaan swasta, yang mengakibatkan
g)&tumbuhan ekonomi DKI Jakarta cukup pesat. Lebih dari 70% uang negara beredar di DKI
é‘la&a@a Sektor utama penunjang perekonomian di DKI Jakarta adalah sektor properti,
“perdagangan, jasa, keuangan dan industri kreatif (Rachmania et al., 2020).
% 2 S Menurutinformasi yang diperoleh melalui website https://jakarta.bpk.go.id/, Bapenda DKI
Jakarta mencatat penerimaan pajak per 27 April 2022 mencapai Rp. 9,93 triliun. Pencapaian
Fefsebut raenunjukkan tercapainya 18,1% dari target penerimaan pajak di DKI Jakarta tahun 2022,
_gi/aﬁtu sebesar Rp. 54,86 triliun. Peneriman pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak
‘kendaraam bermotor dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan tiga terbesar dari
il@ belassjenis pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta yang penerimaan nya melebihi Rp. 1 triliun.
o §  Sedangkan informasi mengenai penerimaan pajak daerah yang disampaikan dalam website
DTC https://news.ddtc.co.id, mengatakan realisasi pajak daerah Pemprov DKI Jakarta sampali
%eﬁgan September 2022 masih sangat jauh dari target yaitu 44% dari target yang sebesar Rp. 45,7
rifiun. Tafget tersebut turun 23% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021
slﬁm Dagi tiga belas jenis pajak yang ada, hanya pajak hiburan yang mampu tumbuh tinggi, yaitu
@Z‘B% atatrRp. 191,23 miliar. Namun, data penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta yang
Ejlgajlkan dalam https://jakarta.bps.go.id/ menunjukkan bahwa penerimaan pajak pada tahun 2015-
%20 cenderung meningkat.
= @ Patra & Anis (2021) mengatakan bahwa besarnya penerimaan pajak di setiap daerah tentu
spéibeda sbeda, tergantung dari kepatuhan penduduk dalam membayarkan pajak serta kondisi
ﬂ(@adatan penduduk setiap daerah. Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor yang
{memengaruhi penerimaan pajak daerah. Jumlah penduduk yang meningkat akan menyebabkan
ﬁumlah Wajib Pajak daerah ikut meningkat, sehingga penerimaan pajak daerah juga akan
smeningkat.
EE Faktor lain yang juga memengaruhi penerimaan pajak daerah adalah Produk Domestik
§Bruto Reggional (PDRB). PDRB mencakup semua komoditas dan jasa yang dihasilkan oleh
kegiatansekonomi pada suatu daerah, terlepas dari apakah faktor produksinya berasal dan/atau
dimiliki oleh penduduk setempat. Menurut Shiska & Nizaruddin (2013) dalam Sania et al., (2018)
meningkatnya PDRB berdampak dari peningkatan aktivitas ekonomi. Peningkatan taraf hidup
masyarakat juga meningkatkan jumlah kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi, hal
tersebut memengaruhi pendapatan PDRB. Hal ini disebabkan sektor pajak daerah dalam PDRB.
Besarnya PDRB dipengaruhi oleh permintaan masyarakat terhadap suatu barang, sehingga
produksi=smeningkat. Permintaan masyarakat tersebut juga dipengaruhi oleh penghasilan
masyarakat itu sendiri, sehingga harus diikuti dengan ketersediaan barang dan jasa. Jika harga
barang dan jasa mengalami kenaikan terus menerus maka akan menyebabkan terjadinya inflasi.
Inflasi memiliki dampak positif maupun negatif, semakin rendah inflasi yang terjadi akan
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memberikan dampak positif yaitu mendorong perekonomian menjadi lebih baik serta pendapatan
nasional ikut meningkat (Lumy et al., 2018).

Bergasarkan pendahuluan yang telah disampaikan, penelitian ini bertujuan untuk menguji
pengaruh4umlah penduduk, produk domestik regional bruto dan inflasi terhadap penerimaan pajak
«daerah dizprovinsi DKI Jakarta.

TINJAUAN PUSTAKA
Teori Stewardship

ynbusw buede);
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T
£ Teori stewardship menjelaskan bahwa dalam situasi manajemen, dimana manajer tidaklah
dipengaruhi oleh kepentingan individu tetapi mengutamakan kepentingan bersama (Donald &
avis, 1991). Dalam teori ini pemerintah merupakan stewardship dan masyarakat merupakan
r“aa;nsgoal Pemerintah selaku stewardship bertugas untuk mengelola sumber daya yang ada dan
as@rakat selaku prinsipal merupakan pemilik sumber daya tersebut (Hafiz, 2021).

di

%‘@as

P&jak

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara
pajakan Pasal 1 ayat 1, definisi pajak adalah pembayaran wajib kepada negara oleh orang
@@badl maupun badan yang berdasarkan undang-undang, tetapi tidak mendapatkan imbalan secara
“langsung=dan pembayaran tersebut digunakan negara untuk kemakmuran rakyat. Menurut
(;Mlandari & Emy (2018) PAD menggambarkan bagaimana suatu daerah dapat menggali sumber-
étgfnber pendapatan suatu daerah melalui pajak daerah, retribusi daerah hasil kekayaan suatu
Qﬁdai?rah dan lain sebagainya.
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Péndapatan Asli Daerah

Uadang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan
tara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah
upakan pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan
ayaan daerah yang khas, dan pendapatan asli daerah lainnya yang dihasilkan. sesuai dengan
um dan peraturan.
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Pajak Daerah
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Definisi pajak daerah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
“Téntang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah adalah kewajiban
%;L%bangan kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
Eberdasarkan undang-undang dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak
“daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

2.5. PRengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Penduduk adalah setiap orang yang telah tinggal di suatu daerah sekurang-kurangnya enam
bulan ataw telah tinggal di suatu tempat kurang dari enam bulan tetapi berniat untuk menetap di
daerah térsebut. Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan
pajak dagrah. Berdasarkan teori perpajakan yang disampaikan Musgrave (1989) dalam Rachman
et al. (2020) disampaikan bahwa jumlah penduduk menentukan penerimaan dari sektor pajak,
artinya jamlah penyetor pajak yang akan menyerahkan kewajiban pajak daerah nya dipengaruhi
oleh junifah penduduk.
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Faktor ini didukung oleh Bululung et al. (2021), Krisnayanthi & Karmini (2019), Lumy et
al. (2018), Rachman et al. (2020), Rachmania et al. (2020) dan Sania et al. (2018) yang
menyimpeikan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah.
Jika jumlah penduduk bertambah, maka subjek pajak juga bertambah, sehingga jumlah penduduk
dyang akas-menikmati pelayanan pemerintah akan bertambah.
ai1: Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi
I Jakarta

.

e

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penerimaan Pajak Daerah

eAuey ypdin
s dinfosaw

eydig deH

Berdasarkan konsep yang dijelaskan pada website BPS https://www.bps.go.id PDRB
engacu pada semua komoditas dan jasa yang diperoleh melalui kegiatan ekonomi domestik,
Aetlepas dari apakah faktor-faktor produksinya berasal dan/atau dipegang oleh penduduk wilayah
Eegﬁsegut Meningkatnya taraf hidup masyarakat akan menyebabkan kelompok masyarakat yang
ﬁ)e&gp@wghasilan tinggi juga akan meningkat. Hal ini disebabkan adanya sektor pajak daerah dalam
PDRB.

% = 2 PDRB sebagai faktor yang memengaruhi penerimaan pajak daerah didukung dengan
fp@eﬁtlan Astuti S et al. (2022), Krisnayanthi & Karmini (2019), Lumy et al. (2018), Putra & Anis
32@2@ Rachmania et al. (2020), Romadhon (2017), dan Sania et al. (2018) yang menyimpulkan
%%W@ PDRB secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Artinya, jika produk
;@omestlk pegional bruto di suatu daerah meningkat, maka pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut
~akan meningkat. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka pendapatan serta kesejahteraan
%nasyarakat pun akan meningkat, sehingga konsumsi masyarakat ikut meningkat dan akan
Eb%'dampak pada peningkatan penerimaan pajak daerah. Pertumbuhan ekonomi mengukur
“seBerapa banyak aktivitas ekonomi suatu negara menghasilkan tambahan pendapatan publik dari
‘Wvaktu kewaktu (Wijaya et al., 2023).

}@2 Praduk domestik reglonal bruto berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak
‘aerah df Provinsi DKI Jakarta

3

'u@]esew niens ueneful) uep iy uesnnuad

Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah

1wl efgey u
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_ Pengertian inflasi  berdasarkan penjelasan pada website Bank Indonesia
%htg:)s IIwayw.bi.go.id/, yaitu yang merupakan kenaikan harga secara umum dan terus menerus pada
@r@duk dan jasa selama periode tertentu. Inflasi tidak dapat hanya dicirikan sebagai kenaikan harga
;paﬁda satgzatau dua produk, tetapi kenaikan harga tersebut meluas atau meningkatkan harga barang
‘élagl Jikagtingkat inflasi relatif rendah, inflasi dapat menguntungkan penerimaan pajak. Dalam
§<dj1d|5| inflasi ringan, perekonomian cenderung membaik. Perekonomian yang baik ini juga dapat
amendukang peningkatan pajak daerah.
ER Inflasi dapat berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak saat tingkat inflasi tersebut
iergolong ringan, yaitu dibawah 10%. Dalam kondisi tingkat inflasi yang ringan tersebut keadaan
pertumbahan ekonomi cenderung baik, perekonomian yang baik tersebut yang akan mendukung
peningkatan pajak daerah.

Raktor ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Lumy et al. (2018) dan
Romadhen (2017) yang menyimpulkan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap
penerimaan pajak. Artinya, jika inflasi naik secara langsung penerimaan pajak juga akan naik.
Has: Inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI
Jakarta
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Gambar 1
Diagram Kerangka Pemikiran

T Jumlah Penduduk
(X1)

Produk Domestik
Regional Bruto
(X2)

Penerimaan Pajak Daerah

(Y)

Inflasi
= (Xs)

METODE

Omek yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak daerah di
(@Pr@\iﬁm BKI Jakarta, data diperoleh dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang terletak di JI.
“Abdul Mdis No.66, Gambir, Jakarta Pusat dan website Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Data
@aﬁg digupakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang merupakan data time series
‘tahun 2010-2021.

0 3 Dalam penelitian ini data dikumpulkan menggunakan teknik observasi dengan metode
zdcﬂ(umentaa Data yang dibutuhkan adalah target dan realisasi penerimaan pajak daerah di
?r%vmm BKI Jakarta yang merupakan data dari objek penelitian. Selanjutnya, data jumlah
jpenduduk; PDRB, dan inflasi di Provinsi DKI Jakarta yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik
DK Jakarta.

eAtey ynanjas neje ueibeqgas diynbusw buede)iqg “|
uepun-buepun 16unpuniqg exdig yey
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?3 3. Variabel Penelitian
3. ; 1. Variabel Dependen (Y)
2% Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan

angan’ Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, pajak daerah adalah iuran wajib
ak batk orang pribadi maupun badan kepada daerah yang bersifat memaksa tanpa mendapat
indbalan secara langsung dan akan digunakan untuk kepentingan daerah.

»Eiﬂ,yréuqa

— 3
%2 Variabel Independen (X)
1.2.1. Jumlah Penduduk (X1)

Berdasarkan konsep yang dijelaskan pada website BPS, Penduduk adalah semua orang
yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama satu tahun atau lebih atau
mereka yang tinggal kurang dari satu tahun tetapi bertujuan untuk menetap.

déed,gde ] URuAsS

3.1.2.2. Produk Domestik Regional Bruto (X2)

Meénurut Halim (2018:12) PDRB adalah nilai total produk dan jasa yang dihasilkan dari
seluruh Kegiatan ekonomi di wilayah tertentu, yaitu provinsi, kabupaten, atau kota, dalam satu
tahun. PDRB dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil inisiatif pembangunan ekonomi yang
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dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat/daerah dan sektor swasta (Harmaji &
Sandra, 2020).

3.1.2.3. Inflasi (X3)

5 Péngertian inflasi dalam perekonomian adalah proses harga yang meningkat secara terus
enerus dan menyeluruh. Itu terjadi dalam jangka panjang, dan inflasi bukanlah harga yang tinggi

E)éad ‘B

catau rendah. Artinya, tingkat harga yang tinggi belum tentu mencerminkan terjadinya inflasi
g lin, 2618:12).

ZS o

?% = Teknik Analisis Data

5 g = Sételah data yang dibutuhkan terkumpul, data akan diolah menggunakan Microsoft Excel
%@193Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa metode, yaitu analisis statistik deskriptif yang
“akananenyajikan nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi. Selanjutnya uji asumsi
$I33|IC datam uji ini akan dilakukan uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi dan uji
gweuier‘@skedastlsnas

2 5 @ Dalam penelitian ini akan digunakan analisis regresi linier berganda. Menurut Ghozali

HZﬁl&QS) -analisis regresi bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau
aeﬁlhm dah menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel
%n@eﬁenden Dalam penelitian ini model persamaan regresi linier sederhana yang digunakan
~adalah sebagai berikut:

23 8 Y = B0+ B1X1 + B2X2 + B3X3 + &
2 & Kegterangan :
o 5 Y= Variabel Dependen
= 2 X3 Variabel Independen
2 5 Po= Konstanta
o 2 BL P2, B3 = Koefisien Regresi Variabel Independen
~ 3 e=Eror
2 % Pada tahap terakhir akan dilakukan uji hipotesis yang terdiri dari tiga pengujian, yaitu uji
%@tlstlk F, uji statistik t dan uji koefisien determinasi (R?). Hasil uji hipotesis ini akan menjawab
Qiglgotesw yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.
o3
4.5 HASIL
?lmi:. Amalisis Statistik Deskriptif
] 2 Tabel 1
5 3 Analisis Statistik Deskriptif (N=12)
§ - “Variabel Minimum Maksimum Mean Std.Deviasi
PPD 10.751.745.151.388 40.298.122.505.326 27.967.868.117.534 9.419.002.786.708
P 9.607.787 10.609.681 10.213.648 314.885
PDRB -2,39 6,73 5,24 2,53
INFL 1,53 8,95 4,22 2,36
Sdmber: Output Microsoft Excel 2019
Nate. M = Mean, SD = Standard Deviation
Berdasarkan tabel 1, variabel pajak daerah memiliki nilai rata-rata sebesar

27.967.868.117.534 dengan standar deviasi 9.419.002.786.708. Selanjutnya variabel jumlah
pendudulk=memiliki nilai rata-rata sebesar 10.213.648 dengan standar deviasi 314.885. Variabel
PDRB memiliki nilai rata-rata 5 dengan standar deviasi sebesar 3. Begitupun dengan variabel
inflasi yamg memiliki nilai rata-rata 4 dengan standar deviasi sebesar 2. Setiap variabel memiliki
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standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata, hal tersebut mengartikan bahwa sebaran data
dari variabel kecil atau tingkat penyimpangan yang rendah serta nilai rata-rata dapat digunakan
sebagai representa3| keseluruhan data.

umber: Output Microsoft Excel 2019
Note. ZJP = Jumlah Penduduk, ZPDRB = Produk Domestik Regional Bruto, Ln ZINFL = Inflasi

S B Tabel 2
o5 Ujt Asumsi Klasik
© 3
é ¢ NamaPengujian | Kriteria Pengujian Hasil Pengujian Keputusan
= B
o kB T
SE 2 Data Berdistribusi
N . .
-E ngl Normalitas | Asymp Sig > 0,05 0,158 Normal
2P =
IO Y
cp ©

Sl
%E' § Variabel | Tolerance VIF
2 b 3 oK triadi
TES 2 ZIP 072938 | 137103 dak terjadl
S F = . tolerence > 0,10 multikolonieritas
= iU%Murltlkolonlerltas dan VIF < 10 TidaK teriad
S E 2 ZPDRB 0,67545 | 1,48049 e ferjad
S S multikolonieritas
Bk 3 Tidak terjadi
ap & Ln_ZINFL | 087980 | 1,13662 mul'mfoloen::ri;as
=il O] «Q
>~
S E Tidak ditemukan
7 UJlAutokoreIa5| dUu<d<4-du 1,91945 idak dite uka
@ B autokolerasi
® Variabel Asymp Sig.
=t - 1P 041371 Tidak Terjadi
- 3 Ui ' Heteroskedastisitas
o B ]I . . . -

.. Asymp Sig > 0,05

c b Heteraskedastisitas ymp >1g = ZPDRB 0,61520 He:[[elrctj)ikk;e;iliilitas
n
[SS R
2 F Tidak Terjadi
> b 0,10186 .
SR: Ln_ZINFL Heteroskedastisitas
Q
3.
Q
_D_
©
D

3 Bérdasarkan tabel 2, seluruh data dalam penelitian ini lulus dalam uji asumsi klasik.
@:uruh fata berdistribusi secara normal, dapat dilihat dari hasil signifikansi 0,158 yang lebih besar
gdagl alfa©;05 (5%). Dalam penelitian ini tidak terjadi multikolonieritas antara variabel independen,
§<agena nidai Variance Inflation Factor (VIF) lebih besar dari 0,10 dan nilai tolerance lebih kecil
«ati 10.
S % Selanjutnya, tidak ditemukan autokorelasi dalam data penelitian ini. Hal tersebut
%dlbuktlkan dari nilai Durbin Watson 1,91945 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai dU
(1.8640)e@an lebih kecil dari nilai 4 — dU (2.136) atau dapat dikatakan berada diantaranya. Nilai
dU dipereleh dari tabel Durbin-Watson dengan alfa (o)) 5% serta k=3 dan n=12.
Tabel 2 juga menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas, yaitu setiap variabel dalam
penelitiap” memiliki nilai signifikansi lebih besar dari alfa 0,05 (5%). Dari hasil tersebut,
menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi penelitian.
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Tabel 3
Analisis Regresi Linier Berganda
B Deskripsi Coefficients
o O Intercept 0,4244
28 ZJP 1,1717
@ 3 ZPDRB 0,2684
R Ln_ZINFL -0,4138
>2 5 Sumber: Output Microsoft Excel 2019
2 NOZEQ_E:_' ZJP = Jumlah Penduduk, ZPDRB = Produk Domestik Regional Bruto, Ln_ZINFL = Inflasi
§§ = Berdasarkan tabel 3 yang menyajikan hasil analisis regresi linier berganda, persamaan
%egreéi lirder berganda yang tersebut, adalah sebagai berikut:
@ 3 é ZPPD =0,4244 + 1,1717 ZJP + 0,2684 ZPDRB - 0,4138 Ln_ ZINFL
@ g @ Persamaan tersebut menunjukkan bahwa terlepas dari variabel independen, besarnya

Ppenefimaan pajak daerah adalah sebesar 0,4243. Koefisien regresi ZJP menjelaskan bahwa jika

ﬁhl@\ penduduk bertambah satu (1) maka penerimaan pajak daerah akan bertambah sebesar
-1,17%6. Selanjutnya apabila PDRB meningkat sebesar 1 (satu) maka penerimaan pajak daerah akan
_:méningkat sebesar 0,2683. Sedangkan apabila inflasi meningkat sebesar 1 (satu) maka penerimaan
Tjaajak daerah akan menurun sebesar -0,4135.

("]

|

e

Q

Tabel 4
Uji F
Deskripsi F Hitung Sig
Regresi 4270277 0,00003

Sumber: Output Microsoft Excel 2019

Hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari alfa 5%, artinya secara simultan
iabel independen dapat memengaruhi variabel dependen.

:1aquins ueyingaiusufiep ueywniuesusw edu

‘uesode) ueunsnAuad ‘yerd) eAsey uesnnuad ‘uen

Tabel 5
Ujit
Deskripsi |Koefisien |t hitung | Sig. (2-tailed) | Sig. (1-tailed) |Keterangan
ZJP 1,1717] 10,20324 0,000007| 0,000004 [Tolak HO
ZPDRB 0,2684| 2,66815 0,028444( 0,014222  |Tolak HO
Ln_&INFL| -0,4138( -1,74743 0,118695| 0,059348 [Tidak Tolak HO

Sumbet: Output Microsoft Excel 2019
Note. ZJP = Jumlah Penduduk, ZPDRB = Produk Domestik Regional Bruto, Ln_ZINFL = Inflasi

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai sig.(1-tailed) varibel jumlah penduduk lebih kecil dari
nilai sigrifikansi 5%, maka tolak HO artinya terdapat cukup bukti variabel tersebut berpengaruh
positif téthadap penerimaan pajak daerah. Sedangkan, nilai signifikansi dari variabel inflasi lebih
besar alfa-5%, maka tidak tolak HO artinya tidak terdapat cukup bukti variabel inflasi berpengaruh
terhadapavariabel penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta.
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Tabel 6

Uji R
B Deskripsi Adjusted R Square
g Koefisien Determinasi 0,91918

Sumber: Output Microsoft Excel 2019

Hasil uji R2 menunjukkan bahwa 91,9% variabel jumlah penduduk, produk domestik
ional bfuto dan inflasi dapat menjelaskan variabel penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI

ax, dan sisanya (8,1%) dipengaruhi oleh variabel lain.

€

=

_ﬁ-ﬁ«mw fueuse

1e ue}@edas di

ey, urdilnbuad e

© PEMBAHASAN
g‘ Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Daerah

day YU eAu

~ Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dinyatakan bahwa Ha1 diterima artinya
&h penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi
S]akarta Bertambahnya jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak
r&h ditnana penduduk merupakan subjek pajak yang akan menyetor pajak daerah berdasarkan
aﬁ;fiban yang mereka miliki masing-masing. Berdasarkan data yang dikumpulkan dalam

e:neﬁtlan ini jumlah penduduk tahun 2010-2021 setiap tahunnya mengalami peningkatan,
ggngmngkatnya jumlah penduduk tersebut diikuti dengan meningkatnya jumlah penerimaan pajak
-tlaerah di-Provinsi DKI Jakarta.
§ > Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bululung et al. (2021),
‘Krsnayafthi & Karmini (2019), Lumy et al. (2018), Rachman et al. (2020), Rachmania et al.
5%(2020) dan Sania et al. (2018) yang menyimpulkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif
deﬂmdap penerimaan pajak daerah. Artinya, jika jumlah penduduk meningkat maka subjek pajak
auga meningkat, sehingga jumlah penduduk yang akan menikmati jasa pelayanan pemerintah juga
dbertambah.

u

\p&pu%d é_e%m.ua
egq%nﬁsge

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penerimaan Pajak Daerah

u

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dinyatakan bahwa Haz diterima artinya
goréduk domestik regional bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak
tczla;fg’:rah de Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan teori, produk domestik regional bruto merupakan
guﬁhlah dari total produk baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit
gprﬁdukm tlalam suatu daerah dengan jangka waktu satu tahun. PDRB dengan harga konstan (riil)
Epl@at menggambarkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau berdasarkan lapangan
usaha suatu daerah setiap tahun (BPS, 2021).

8 °  Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti S et al. (2022),
K risnayafithi & Karmini (2019), Lumy et al. (2018), Putra & Anis (2021), Rachmania et al. (2020),
"Romadhgn (2017), dan Sania et al. (2018) yang menyatakan produk domestik regional bruto
berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Artinya, jika produk

domestikaregional bruto meningkat penerimaan pajak daerah ikut meningkat.

Wil eAdRY UB
ep oYW

5.3.  Reéngaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dinyatakan bahwa Has ditolak artinya
inflasi béfpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI
Jakarta. Menurut teori, inflasi merupakan keadaan dimana harga meningkat secara terus menerus
dan meldas terhadap barang lainnya. Tingkat inflasi dapat digunakan untuk mengevaluasi laju
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pertumbuhan ekonomi. Inflasi memiliki dampak negatif maupun positif yang dapat dilihat dari
tingkat inflasi itu sendiri.

Setama dua belas tahun terakhir yaitu tahun 2010-2021, tingkat inflasi cenderung

mengalami fluktuasi. Berdasarkan data inflasi dapat dilihat perubahan tingkat inflasi tidak
amemengatuhi penerimaan pajak daerah, karena saat tingkat inflasi menurun penerimaan pajak
£aerah tefap meningkat dari tahun sebelumnya. Meningkatnya penerimaan pajak daerah tersebut
ngdigebabkan jumlah penduduk di Provinsi DKI Jakarta cenderung meningkat, dimana hal tersebut
“akan berdampak pada meningkatnya jumlah wajib pajak. Wajib pajak merupakan orang pribadi
“maupun badan yang memiliki hak serta kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-
%@a@gan perpajakan. Selain itu berdasarkan teori, tingkat inflasi di Provinsi DKI Jakarta setiap
ﬁa@urlmya tergolong ringan karena tidak melebihi 10%.
& = Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti S et al. (2022),
%aluﬁ,lng et al. (2021), Rachmania et al. (2020), dan Sania et al. (2018) yang menyatakan inflasi
m(fa@erpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Artinya, perubahan tingkat inflasi
g%gcberﬂuktuaa tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

un U

be

d

KESIMPULAN

puad WRbul
Je>1 ynan)a
pun-buepu

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
I§1 penduduk dan produk domestik regional bruto memiliki cukup bukti berpengaruh positif
;ifeﬁr’]adap penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta. Namun, inflasi tidak memiliki cukup
~bukti berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta.

™ 3

> = Sebaiknya pemerintah dapat memperhatikan faktor yang berpengaruh tersebut seperti
4n§n|ngkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menekan tingkat pengangguran di Provinsi DKI
5’Ja‘§arta sehingga jumlah penduduk yang produktif meningkat, karena penerimaan pajak bersumber
Hj@ masyarakat yang telah memiliki NPWP atau dengan kata lain sudah menjadi subjek pajak dan
9m§m|I|k| penghasilan. Selain itu dapat mengembangkan UMKM agar lapangan pekerjaan ikut
Em”luas serta melaksanakan program-program yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
njutnya, pemerintah dapat meningkatkan produk domestik regional bruto pada sektor-sektor
glang ada, baik yang berhubungan secara langsung dan yang tidak berhubungan langsung dengan
enerimaan pajak. Harapannya dapat menarik minat investor untuk membangun usaha di Provinsi
Kl Jakarta.
ia Iaflasi memiliki dampak positif maupun negatif, hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat
Ein@asn Tingkat inflasi memengaruhi harga yang berdampak pada daya beli masyarakat. Tingkat
3n§a3| yang rendah memiliki dampak yang positif terhadap pertumbuhan perekonomian, dimana
%eim’hakm baik keadaan perekonomian kemampuan masyarakat terhadap permintaan barang
jmgupun jasa di suatu daerah meningkat. Meningkatnya permintaan barang maupun jasa akan
wmgmberlkan dampak terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah. Sebaiknya tingkat inflasi
Edapat dikendalikan agar tetap stabil pada tingkat yang rendah.

Penelitian ini hanya melihat pengaruh dari tiga faktor penerimaan pajak daerah, tetapi
masih bafyak faktor lain yang dapat memengaruhi penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu,
penulis memberikan saran untuk menambah variabel lain diluar penelitian ini yaitu pajak
kendaraam bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, BPHTB, PBB, pajak hotel dan pajak
restoran=Jenis pajak tersebut merupakan sumber penerimaan pajak daerah yang menyumbang
penerimaan cukup besar.
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